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ABSTRAK

Masa remaja sangat potensial untuk berkembang kearah positif maupun
negatif. Oleh karena itu intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan,
maupun pendampingan sangat diperlukan, untuk mengarahkan perkembangan
potensi pelajar tersebut agar berkembang kearah yang positif dan produktif.
Rumusan masalah yang dibahas adalah faktor apa yang menjadi penyebab
terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh
pelajar dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang
dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.Jenis data
adalah data primer dan sekunder. Sumber data didapat dari bahan hukum primer,
sekunder dan tersier.Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan
studi pustaka. Data dianalisis secara deduktif.

Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor terjadinya tindak pidana
oleh pelajar disebabkan oleh Faktor pribadi dan usia anak, faktor lingkungan
keluarga, dan faktor lingkungan masyarakat serta penanggulangannya dengan
jalur penal dan non penal. Sebagiknya usaha penanggulangan tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan pelajar ini,digunakan usaha non penalkarena
mencegah terjadinya penganiayaan lebih baik,dari pada penindakan setelah tindak
pidana penganiayaan tersebut dilakukan.

Kata kunci : Penganiayaan, Pelajar, Kenakalan Remaja
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak
melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga
kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan,
melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat
menimbulkan reaksi dari masyarakat."

Hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia sebggai
mahluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Dilihat dari segi tujuannya, norma
hukum diadakan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat
sebagai modus survival. Meskipun hukum adakalanya mengatur kehidupan
manusia sebagai pribadi, pengaturan tersebut dimaksudkan dalam rangka individu
itu dalam berinteraksi dalam individu lainnya atau antara individu dengan
kelompok.?

Subjek hukum atau person dalam bahasa inggris merupakan suatu
bentukan hukum artinya keberadaannya karena diciptakan oleh hukum.?

Pada masa sekarang semua manusia merupakan subjek hukum. Manusia
merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan
sampai meninggal dunia.

Hukum Pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan dalam

arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana adalah hak negara untuk

' R. Abdoel Djamali,2010,Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, him. 3

2 Peter Mahmud Marzuki,2008,Pengantar limu Huku
*Ibid., him. 241. s ukum, Kencana, Jakarta, him. 86.



memidana bila larangan dilanggar. Dalam arti objektif hukum pidana adalah
segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.4

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku
disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah diancamkan,

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.’

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana
yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun
dalam satu kitab undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, Menurut suatu sistem yang tertentu.’

Dikatakan bahwa dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada
yang positif dan ada yang negatif dalam hal kelakuan positif terdakwa berbuat

sesuaty, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya

dilakuakan.

4 . . .
H.M.Rasyid Ariman, Hukum Pidana Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, Him. 1

:Mge]jatno,Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta,2009, him.1.
Ibid.,him. 17.



Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :

1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan
yang tidak baik;

2) Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi
baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan
terhadap gejala-gejala social yang kurang schat.Disamping itu juga pengobatan
bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-
ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan
pelanggaran kepentingan umum.’

Hukum pidana berfungsi mengatur kehidupan masyarakat (society) agar
terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Selain itu hukum pidana
berfungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang,
memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi
mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dan mengatur serta
membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan
kepentingan hukum yang dilindungi.?

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan
dilarang dan disertai ancaman pidana pada barang-siapa yang melanggar larangan
tersebut. Wadah tindak pidana jalah undang-undang baik berbentuk kodifikasi

yakni KUHP dan diluar kodifikasi — tersebar luas dalaam berbagai peraturan

:R Abdoel Djamali, Op.Cit, him.173.
Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana 1 PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2011, Him 16



perundang-undangan.gDalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak
pidana itu.Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula
yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis
tindak pidana yaitu sebagai berikut :

a. Kejahatan (misdrijven);dan

b. Pelanggaran (overtredingen).

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah
penting karena membawa akibat-akibat tertentu.oleh karena itu, setiap ketentuan
pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas.

Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk
turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik
dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak
pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak
pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain,
demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap
tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Ketentuan penyertaan yang
dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan
dan pidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik
(objektif) maupun psikis (subjektif).'°Penyertaan dapat juga diartikan sebagai

ketentuan tentang diperluasnya pertanggungjawaban dan dapat dipidananya

sipembuat.

°Ibid., him. 69.
1bid., him. 73.



Turut berbuat (meedoen) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah
melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana
yang bersangkutan.Pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan
Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan
masing-masing peserta memuat semua unsure tindak pidana.

Perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lain dalam
mewujudkan tindak pidana,disyaratkan sebagai berikut :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah :

a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana
yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan
pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada
kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.

b. Adanya hubungan batin (kesengajaaan, seperti mengetahui)
antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang
diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan

dengan terwujudnya tindak pidanaatau dengan kata lain wujud perbuatan

orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau
kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana. !

Menyangkut tentang sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana

dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 sistem

pembebanan pertanggungjawaban pidana, ialah :

"Ibid., him.77.



1. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-
sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan
secara sama dengan orang yang sendirian (dader) melakukan tindak
pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya
maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.

2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-
sama terlibat kedalam suatu tindak pidana dipandang dan
dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan
bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam
mewujudkan tindak pidana.'?

Masalah sifat deelneming bergantung kepada pandangan yang berkembang
yang dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan. Ada yang melihat dee/neming
sebagai dasar/alas an memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang
melihat deelneming ini sebagai dasar/alasan memperluas dapat dipidananya
perbuatan. Apabila diperhatikan ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, maka
Nampak bahwa Undang-undang mengatur dua macam pokok deelneming di
dalam tindak pidana yang masing-masing dibagi kedalam beberapa golongan
lagi."

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan
masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan

dengan kekerasan. Berkaiatan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering

merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Pengertian kekerasan

::lbid..hlm 78.
H.M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Op.Cit, him. 175.



menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan
undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu
tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau
fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.'

Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan
reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali saling
bertentangan.'® Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik
yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang
(offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada
orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi :
(1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; (2)
kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung, seperti
perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk
perlindungan,tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan (4)
kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.
Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.'$

Kekerasan bisa merupakan suatu suatu aktivitas kelompok atau individu,
yang disebut kekerasan individu dan kolektif Kita menemukan bahwa para

partisipan umumnya bisa memberikan penjelasan atas tindakan mereka.!”

“Syarifuddin Pettanasse,Mengenal Kriminologi,Unsri, Palembang,2011, him. 109.

15. . » o
l‘S;[l‘,hizn;alsmsa]nltoso,Teon — teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Surabaya,2002, him.10.

YIbid., him. 41.



Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang " (penyiksaan,
penindasan, dan sebaginya, perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap
seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.

Untuk perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang
terbentuk secara terorganisir maka berlaku delik penyertaan turut serta
(medepleger), dan untuk perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan
massa yang terbentuk tidak secara terorganisir maka berlaku delik penyertaan
menganjurkan (uitlokker). Jadi dengan dikontekskannya “perbuatan pidana yang
dilakukan secara massal dengan delik penyertaan maka dapat dilihat hubungan
antar pelaku massa yang berbuat”. Untuk massa yang terorganisir hubungan antar
pelaku dalam hal ini saling terikat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan.

Jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiayaan.Tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar cukup banyak terjadi seperti dalam
kasus putusan nomor 25/Pid.sus/2011/PN.Skg 18tentang Tindak Pidana
Penganiayaan yang dilakukan pelajar secara bersama—sama sebagaimana diatur
dan di ancam Pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP. Dan diancam pidana selama 2 (dua) bulan. Dalam putusan ini
terdakwa Andi Muhhammad Mar’ie Bin Andi Darnawali bersama dengan Lk.
Andi Darnawali Bin Andi Hamzah (yang perkaranya diajukan terpisah),pada hari
kamis tanggal 02 desember 2010 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di BTN Pepapri Blok KK

Kelurahan Atakke kecamatan tempe, Kabupaten Wajo atau setidak — tidaknya

://putusan.mahkamahagung.go.id/pu 0827528c82 i
e e sl c 56500c3effe1b65ded diakses pada



pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sengkang, di
muka umum, bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi
korban Lk. Amiruddin Bin Arifin mengakibatkan saksi korban Lk. Amiruddin Bin
Arifin mengakibatkan saksi korban mendapat luka, perbuatan mana dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut ¥

Berawal pada saat saksi korban Lk. Amiruddin Bin Aridin sedang berda di
depan rumahnya kemudian tiba-tiba Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah (yang
perkaranya diajukan secara terpisah) meludah dengan sangat keras sambil
memandangi saksi korban dengan sinis, sehingga saksi korban juga meludah dan
oleh Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah mengatakan dalam bahasa bugis
yang artinya “kenapa” dan saksi korban juga menjawab yang sama, setelah itu
saksi korban masuk kedalam rumahnya untuk memakai baju,namun stelah saksi
korban keluar rumah ternyata terdakwa Andi Muhammad Mar’ie bersama Lk,
Andi Darnawali Bin Andi Hamzah sudah berada depan di rumah saksi korban dan
langsung menyerang saksi korban secara bersama-sama dengan cara meninju
saksi korban dengan menggunakan kepala tangan dan dilakukan berkali-kali dan
mengena pada bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan saksi korban
mengalami luka bengkak pada pipi kiri dan kanannya, luka bengkak pada
keningnya, luka memar pada dahinya,luka robek pada dagu dan luka bengkak
dibagian leher belakang, kemudian pada saat saksi korban tegatuh ke
selokan,maka terdakwa bersama Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah kembali

menendangnya dan meengena pada punggung saksi korban sehingga terbentur

¥ Ibid
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pada batu yang ada di selokan yang mengakibatkan lutut dan tangan kanan saksi
korban mengalami luka berdarah dan terdakwa bersama Lk. Andi Darnawali Bin
Andi Hamzah baru berhenti mengeroyok saksi korban setelah dipisahkan saksi
oleh Lk. Andi Atma Jaya, selanjutnya saksi dibawa ke Rumah sakit
lamadukelleng Sengkang Guna mendapat perawatan;

Dengan fakta-fakta yang ada jaksa Penuntut umum menuntut dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-
sama.

Setelah hakim melihat fakta fakta maka hakim menimbang Andi
Muhammad Mar’ie Bin Andi Darnawali telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama- sama.

Fakta bahwa kejahatan yang dilakukan Pelajar semakin bertambah
jumlahnya dan makin kompleks dengan semakin berkembangannya teknologi.
Kejahatan yang dilakukan oleh Pelajar merupakan produk dari kondisi
masyarakatnya dengan segala permasalahan sosial yang ada di
dalamnya.Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarit untuk menulis skripsi
dengan judul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA- SAMA OLEH PELAJAR (SUATU STUDI KASUS)”,
B. Rumusan Masalah |

1) Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan

yang dilakukan secara secara bersama — sama oleh pelajar?
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2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang
dilakukan secara bersama — sama oleh pelajar?
C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan diatas maka secara keseluruhan tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan terjadinya
tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama - sama.
oleh Pelajar,

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas
kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoretis
Sebagai sunibangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum
pada umumnya dan dalam bidang Hukum Pidana pada khususnya yang
berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana
Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar.
2. Kegunaan Praktis
Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi, mahasiswa ataupun masyarakat
luas tgntang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pelajar.
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E. Ruang Lingkup
Memahami latar belakang yang dihubungkan dengan pokok permasalahan
diatas maka penulis dalam penulisan skripsi ini berusaha membatasi dan
menentukan ruang lingkup pembahasan dengan :
- mencari (kausa) penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
secara bersama-sama oleh pelajar.
- upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
secara bersama - sama Oleh Pelajar.

1. Represif (penindakan) menindak lanjuti pelajar yang melakukan tindak
pidana penganiayaan melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para
penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat.
Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak
berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.

2. Preventif (pencegahan), Pencegahan adalah lebih baik dari pada
pemberantasan. Pencegahan tindak pidana pengeroyokan dapat dilakukan
dengan bczrbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga,
penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat,
pengajian oleh para ulama, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang
bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya
penganiayaan.

F. Kerangka teori
1. Teori yang menjelaskan tentang penyebab kejahatan

Teori konflik dan kelompok kriminalitas
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Teori ini melihat kejahatan sebagai suatu akibat norma, sebagai akibat dari
adanya konflik kelompok di dalam masyarakat.

Sebagai dasar pemikiran teori konflik kelompok kelompok adalah
sebagaimana adanya teori konflik seperti yang diuraikan di dalam pelajaran
sosiologi. Menurut teori konflik diuraikan bahwa :

1. Dalam suatu proses sosial maka terjadi interaksi antara berbagai macam
kelompok di dalam masyarakat. Dalam interaksi ada kalanya terjadi konflik-
konflik antara kelompok sosial yang satu dengan dengan kelompok sosial yang
lain. Konflik-konflik tersebut adalah norma sebagai akibat dalam suatu proses
sosial”,

2. Kelompok-kelompok di dalam masyarakat tersebut terbentuk, mengingat
adanya kepentingan-kepentingan dari pada anggotanya yang berbeda-beda satu
sama lain. Kepentingan atau keinginan-keinginan tersebut ingin dicapai melalui
kelompoknya masing-masing.

3. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut, didalam membela kepentingan
anggotanya bersaing satu sama lain.

4. Di dalam masyarakat yang stabil di dalam melakukan persaingan.

Dalam hal ini bukan berarti antara kelompok tersebut tidak ada persaingan, atau
kelompok-kelompok tersebut berhenti memperjuangkan anggotanya,

5. Dengan memperhatikan bahwa apabila batasan kejahatan pada dasarnya adalah
relatif, maka beberapa sarjana juga melihat : tingkah laku kriminil (kejahatan) itu
sebagai tingkah laku kelompok yang sedang konflik nilai dan norma-norma

dengan kelompok lain yang berkuasa.
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14

Teori seperti ini dapat juga dilihat sebagai teori kriminologi yang
berorientasi kepada kenyataan adanya kelas-kelas sosial didalam masyarakat.
Apabila kita melihat kenyataan ini maka adanya kelas-kelas dalam
masyarakat dengan nilai dan norma yang berbeda dapat menimbulkan konflik dan
dapat mengakibatkan terjadinya tingkah laku yang dianggap melawan norma
(hukum) dan bertentangan dengan kelas sosial yang berkuasa.
Selanjutnya sejalan dengan pemikiran tersebut di eras maka timbul suatu
teori yang disebut dengan teori: Anatomi (ketiadaan norma) dari Robert K.
Merton, dimana teori ini dibuat atas dasar analisa masyarakat Amerika Serikat.
Namun demikian karena sifat teori ini umum maka dapat dipergunakan
untuk bahan pertimbangan di dalam membahas masalah tingkah laku kriminal di
luar Amerika Serikat.?’
2. Teori yang menjelaskan cara penanggulangan kejahatan
1. Teori absolute berpendapat bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan
pidana, penghukuman diarahkan kepada pembalasan, di samping
mengandung unsur cinta kasih kepada masyarakat yang kepentingannya
dilanggar.
2. Teori relatif menekankan bahwa tujuan pidana dalah mengamankan
menakut-nakuti atau mencegah agar masyarakat tidak melanggar

hukum/tidak melakukan kejahatan melalui Jorwardlooking bukan
backwardlooking,

% Syarifuddin Pettanasse, Op.Cit,him.58.
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3. Kombinasi dari teori absolute dan utilitarian adalah teori gabungan,
hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan tetapi dengan tujuan memelihara
tertib hukum jadi ada unsur pembalasan sekaligus ada unsure prevensi dan
unsur memperbaiki penjahat, sedangkan teori rehabilitasi lebih
mengarahkan agar pelaku diobati, karena menurut teori ini pelaku
dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk
melakukan kejahatan oleh sesuatu kekuatan di luar kemauan bebasnya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian
Penelitian ini dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian :

a. Yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas
doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum,dan segala sumber yang
berhubungan dengan skripsi*'.

b. Yuridis Empiris yaitu mengidentifikasi hukum (hukum tidak
tertulis),dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis
berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian
tersebut,peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi
objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis
berlaku dalam masyarakat.

2. Jenis-dan sumber data

*!Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj

i, Penelitian Hukum N ti 2
2012HIm 33, ormatif, PT.Raja Grafindo, Jakarta,
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Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data primer
dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan
dengan cara melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar
pertanyaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder ialah data
yang di dapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara
mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

A. Bahan hukum primer yaitu dari bahan-bahan hukum yang mengikat
seperti
a) UU No. 1 tahun 1946 Jo. UUNo. 73 tahun 1958
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
¢) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak
B. Bahan hukum sekunder adalah data untuk penelitian normatif, yang
diperoleh dengan menelusuri literatur — literatur dan peraturan
perundang-undangan putusan pengadilan, surat kabar, tulisan ilmiah
dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap baha hukum primer dan sekunder. Bahan
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hukum tersier yang digunakan antara lain: Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan Kamus Hukum.

Dari data yang didapat, data sekunder dianalisa secara sistematis kualitatif

sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

3. Teknik pengumpulan data

Terkait dengan penelitian initeknik yang di pakai yaitu teknik

pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

1. Teknik pengumpulan data primer:

Populasi dan Sampel

a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-
pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan
dalam masalah perlindungan hukum terhadap pelajar pelaku tindak
pidana penganiayaan .Populasi digunakan untuk membatasi ruang
lingkup penelitian.sehingga objek yang diteliti menjadi jelas.

b. Sampel dilakukan dengan carapurposive sampling yaitu sampel
yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian,
dapat mewakili populasi.”> . Responden yang diteliti adalah
responden yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

diteliti,adapun responden yang dimintai keterangan adalah

pelajar,guru,serta penegak hukum.

2 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.91
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2. Teknik pengumpulan data sekunder :

Dengan cara menelusuri literatur-literatur dan peraturan
perundang-undangan putusan pengadilan, surat kabar, tulisan ilmiah dan
buku-buku hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

4. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan
dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dihubungkan
dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta
kebenarannya.
b. Analisis data sekunder
Menguraikan penjelasan Putusan Pengadilan tentang penerapan
sanksi pidana terhadap Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
secara bersama- sama oleh pelajar.
5. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan, maka menggunakan metode induktif yaitu
menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan
berdasarkan pengamatan tersebut atau prinsip-prinsip khusus menuju
penelitian yang bersifat umum® dan penelitian ini juga menarik

kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang

BB - A . o e .
lelr;. hmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him.
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bersifat khusus.2*Hasil analisis dalam penelitian ini merupakan proposisi
umum dan khusus yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan

untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

2
Bambang Sun iti j
& g Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 , him.
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